BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

BUPATI KETAPANG,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2020 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja
Perangkat Daerah berkenaan serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020.



Mengingat

o 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



Menetapkan

10.

11.

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2016 Nomor 52);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016
Nomor 11), sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019
Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 23) diubah

sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020, berfungsi sebagai :

a. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun
2020;

. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan

Rencana Kerja (Perubahan Renja-PD) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun
Anggaran 2020;

. dasar penyusunan rencana perubahan program dan kegiatan

yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
APBN, APB Desa, BUMN dan Swasta; dan

. dasar penilaian, pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah

Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1)

dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai

berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019;

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB 1V SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH;

e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; DAN

BAB VI PENUTUP



Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(7)

Pasal 6A
Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan

Renja-PD Tahun 2020 dengan mengacu dan berpedoman pada
Perubahan RKPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu
indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami

perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi
Perubahan Renja PD.

Perubahan Renja-PD Tahun 2020 yang sudah diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling
lambat 2 (dua) minggu setelah Perubahan RKPD Tahun 2020
ditetapkan.

Perubahan Renja-PD Tahun 2020 yang sudah disahkan, harus
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Perubahan Renja-PD Tahun 2020 yang sudah disahkan dan
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
sebagai dasar dan pedoman setiap Perangkat Daerah dalam
menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Tahun 2020.

Perubahan Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Bappeda paling lambat bulan Juli setiap tahunnya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 21 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD
FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG% ¥
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MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
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